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Abstrak
 

Penggunaan alat tangkap cantrang dilarang oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan No. 02 tahun 2015 sebagai jenis alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menuai

protes dari berbagai kalangan Pemilik Kapal dan Nelayan untuk beralih ke Alat Tangkap Ikan yang ramah

lingkungan. Tujuan Penelitian menganalisa implikasi pengalihan alat tangkap ikan di berbagi sektor

terhadap pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode penelitian adalah kualitatif.  Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Surat Izin Penangkapan Ikan merupakan Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang dihitung dari tarif jenis dari alat tangkap ikan yang diukur dengan skala kapal,  adapun

cara pengukuran skala kapal yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kerja sama

yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

berupa verifikasi ukur ulang kapal. Berbagai jenis pengawasan dalam  pengukuran ulang  kapal kembali

 menuai berbagai protes dari pemilik kapal dan nelayan, mereka tidak bersedia atas peraturan tersebut,

Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Perhubungan membuat nota kesepahaman

perihal ini. Peneliti memiliki simpulan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dari kebijakan akan

pengalihan jenis alat tangkap ikan menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan sebagian besar telah

berhasil untuk beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan, namun diketahui masih lemahnya fungsi

pengawasan dan penegak hukum sehingga permasalahan cantrang masih berlanjut hingga saat ini. Peneliti

menyarankan Perlunya aturan kembali dalam pembagian wewenang dan meningkatkan fungsi pengawasan

dalam penggunaan cantrang.

......The use of cantrang fishing gear is prohibited by the government with issuance of Minister Regulation of

Maritime Affairs and Fisheries No. 02 year 2015 as a type of fishing gear that not environmentally friendly

has drawn protests from various boat owners and fishermen to switch to environmentally friendly fishing

gear. The research objective was to analyse  the implications of the transfer of fishing gear in the sharing of

sectors to income from Non-Tax State Revenues. The research method is qualitative. Based on Government

Regulation No. 75 of 2015 Fishing License is a Non-Tax State Revenue calculated from the type of fishing

gear measured by the scale of the ship, as for the method of measuring the scale of the ship which is under

the authority of the Directorate General of Sea Transportation Marine and Fisheries as well as the

Directorate General of Sea Transportation in the form of verifying measuring the ship. Various types of

supervision in the re-measurement of the ship reap various protests from shipowners and fishermen, they are

not prepared for the regulation, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the Directorate General

of Transportation made a memorandum of understanding regarding this matter. Researchers have concluded

that the government's efforts to change the type of fishing gear into environmentally friendly fishing gear

have largely succeeded in switching to environmentally friendly fishing gear, but it is known that the
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supervision and law enforcement functions are weak so that cantrang problems continue to this time.

Researchers suggest the need for rules again in the division of authority and improve the monitoring

function of cantrang usage.


